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3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun   2004   tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
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Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak  

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

16. Peraturan Presiden Nomor l04 Tahun 2021 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260l) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 149); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,  Rancangan Peraturan  

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tetang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 

dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 926); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 

2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402); 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang 

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber 

Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang 

Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 837); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 

2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Nomor 7); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2022.      

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

Pasal 2 

APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan 

daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut : 

a.  Pendapatan Daerah   

 1. Semula  Rp1.118.606.193.655,00 

 2. Bertambah/(berkurang) Rp   148.415.012.803,00 

 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.267.021.206.458,00  

b.  Belanja Daerah  

 1. Semula  Rp1.162.851.748.760,00 

 2. Bertambah/(berkurang) Rp   290.542.898.410,00 

 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.453.394.647.170,00 
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c.  Pembiayaan Daerah 

 1.  Penerimaan  

   a) Semula  Rp149.536.404.825,00 

   b) Bertambah/(berkurang) Rp235.340.272.480,00 

 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan  Rp384.876.677.305,00 

     2.  Pengeluaran  

   a) Semula  Rp6.000.000.000,00 

   b) Bertambah/(berkurang) Rp5.000.000.000,00 

  Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  Rp  11.000.000.000,00 

        Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp373.876.677.305,00   
  

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp187.503.236.593,00       

   

Pasal 3 

(1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari: 

a. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

b. Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 

d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; 

e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan 

Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; 

f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil; 

g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas 
Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

i. Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan 

Program Prioritas Perbatasan Negara. 




